
GUBERNruR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasa| 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2OO8
tentang Tahapan, Tata Cara PenSrusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dinyatakan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2O13;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2AO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47 , Tarrbahan Lembaran Negara Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor
12 tahun 2OA8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484a1;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 1959);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AA6 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6631;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2AOB Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan
Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8171;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlL tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O7O
Tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OIl Nomor 44, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 20 lO-2O14;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2Ol2
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2OLO, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan,
Pengendalian, dan
Pembangunan Daerah;

Evaluasi Pelaksanaan Rencana



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penlrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor a24;

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AO3-2O18;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara
{Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
e);

2O. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara
Pen5rusunan Rencana Pembanguna.n Daerah Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008
Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun 2OO8 Nomor L2, Tarrrbahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

22. Perat:uran Daerah Nomor 8 Tahun 2OOg tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OO9-2O13 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun 2OO9 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

23. Peraturan Gubernur Nomor 24 Ta}:lun 2012 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OL3 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OI2
Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2OI3.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur SumateraUtara.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

(1)

(21

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sum atera Utara
yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2OI3 adalah dokumen
perencanaan daerah tahunan setelah dilakukan perubahan untuk periode
Tahun 2AI3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perenc€rnaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut
dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2OI3 adalah dokumen perencanaan tahunan
daerah hasil evaluasi terhadap RKPD Tahun 2Al3 yang telah ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :

a. penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2OIO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. perbaikan data dan informasi sosial ekonomi terkini yang termuat dalam

RKPD

c. perbaikan terhadap target dan indikator sasaran yang akan dicapai

d. program dan kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OA9-2A13, dengan memperhatikan capaian target dan sasaran yang
disesuaikan dengan kondisi terkini dalam upaya perbaikan di segala bidang
pembangunan.



(2) Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman bagt SKPD dalam men5rusun rencana kerja dan €mggararl
perubahan

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung capaian target
dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. pedoman dalam men5rusun KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Arc.

Pasal 4

Dalam rangka pen)rusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 :

a. Pemerintah daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 20rc sebagai salah
satu bahan masukan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

b. SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2Ol3 dalam men5rusun prioritas
program dan kegiatan yang sifatnya strategis

Pasal 5

(1) SKPD men5rusurl laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan capaian indikator kinerja masing-masing program.

(21 Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan
evaluasi usulan anggaran tahun selanjutnya yang diajukan oleh SKPD.

(3) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan tahun sebelumnya.

Pasal 6

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menelaah kesesuaian antara usulan
prioritas tambahan program dan kegiatan serta anggaran SKPD Tahun 2013
dengan hasil evaluasi kinerja SKPD.

Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 24 tah:un 2Ol2 dinyatakan tetap berlaku dan merupakan
dokumen perencanaan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun
20t2.



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penernpatannya datram Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal z4 oraob'st- 2ot9

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

A/ lb-,'t/
NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AI3 NOMOR 2q


